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ABSTRAK

Dinas Perumahan Kota Surakarta adalah salah satu dinas otonom yang mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam urusan Perumahan dan Permukiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah
melakukan berbagai upaya penataan permukiman kumuh. Salah satunya adalah peremajaan permukiman
kumuh yang dilakukan pada tahun 1998/1999 di Bantaran Barat Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres. Dengan maksud untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan dan kinerja
Dinas Perumahan Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam peremajaan tersebut, maka dilakukan penelitian yang manfaatmya untuk lebih
meningkatkan kinerja Dinas Perumahan agar mampu menjawab tantangan di bidang perumahan dan
permuldman yang semakin komplek. Tipe penefitian digunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan
Jenisnya penelitian lapangan. Data diambil melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara secara
purposive sampling. Analisis digunakan diskriptif analisis kualitatif,

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa peranan Dinas Perumahan Surakarta dalam setiap kegiatan
sudah menunjang fungsi dan tugasnya dalam peremajaan kawasan kumuh. Peranan pada setiap kegiatan
baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi cukup penting, kecuali pada kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok masyarakat (P2BPK). Dinas
Perumahan hanya memberi bantuan teknis saja. Hal ini sejalan dengan tujuan P2BPK yang ingin
memberdayakan masyarakat dan menjadikannya peran utama dalan pembangunan.

Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta dari aspek Kepekaannya (Responsiveness) hasilnya baik,
ditunjukkan dengan keseluruhan tuntutan masyarakat dapat diwujudkan. Dilain pihak program Pemerintah
Daerah untuk menata kawasan kumuh juga dapat berjalan. Dari aspek Responsibilitas (Responsibilify),
ditinjau dari aspek organisasional, kinerja Dinas Perumahan Surakarta hasilnya kurang baik, karena tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Peremajaan di Mojosongo dikelola oleh Seksi Perencanaan,
sedangkan sesuai dengan fungsinya seharusnya dikelola oleh Seksi Bina Pembangunan. Dari aspek
Akuntabilitas (Accountability), peremajaan perumahan kumuh di Mojosongo secara umum mampu
meningkatkan fungsi kawasan, keamanan dan kenyamanan penghuninya, adanya peningkatan kualitas
lingkungan permukiman yang ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana permukiman, lingkungan
perumahan yang tertata, serta adanya status yang jelas terhadap tanah yang ditempati mereka. Dari aspek
linglungan, mampu mengurangi pencemaran sungai Kalianyar dari buangan sampah dan air limbah rumah
fangga warga Bantaran Barat Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo. Kesemuanya itu merupakan
wujud dari kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nifai di masyarakat. Adapun faktor-
Jaidor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dalam peremajaan kawasan kumuh adalah :
kemampuan aparat yang ditugaskan; dukungan dari instansi terkait (seperti Bappeda, Dinas Tata Kota,
BPN, Bank BTN dan lain-lain); dukungan dari Walikota Surakarta sebagai pengambil kebijakan yang lebih
tinggi di Kota Surakarta. Dengan demikian Secara umum peremajaan di Kelurahan Mojosongo mampu
mengatasi masalah kekumuhan dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari peremajaan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta, direkomendasikan pertama,
bahwa perlu membenahi dari aspek organisasi, khususnya pada sumber daya manusia. Kedua, pengelola
proyek peremajaan sebaiknya masih berada dalam lingkup seksi/bagian yang terkait untuk menunjang fungsi
dan tugasnya. Ketiga, pembinaan terhadap kawasan yang diremajokan sehingga tidak menjadi kumuh lagi.
Keempat, evaluasi tidak hanya terhradap pelaksanaan proyek, tetapi evaluasi program juga periu dilakukan.
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ABSTRACT

The Housing Office of Surakarta Municipality is one of the autonomous service which has primary task is
helping the Mayor in the case of housing and settlement. To implement their task and function have done
many efforts in slum area arrangement. One of them was the renewal of slum area which finished on
1998/1999 at the west edge of Kalianyar River RT 03 RW I of Mojosongo urban village, Jebres district. In
addition to discover more regarding lo the role and the performance of Housing Office of Surakarta
Municipality in implement its function and task, and also the influence factors in the renewal, the research
has done as the efforts of increasing the performance of Housing Office in answering the challenge of
housing and settlement sector which become more complex. Used Qualitative description approach of the
research type, and the kind of research is field research. Data’s taken from documentation, observation, and
interview with purposive sampling method. Data’s analysis used of Qualitative analyzes description.

From the research above can be summarized that the role of Housing Office of Surakarta in the each activity
has supported of task and function in the slum area renewal. The role of each renewal activities, planning,
implementing, and evaluating is important, except in the activities, which related of the Community Based
Housing Development (CBD}. Housing Office of Surakarta only gave a technical supported. This mentioned
related of the aim of CBD program which effort to people empowerment and become them to be primary role
in the development activities.

The responsiveness aspects of the performance of Housing Office of Surakarta Municipality have had the
good result, it is shown by their ability in covering all of the public needs. Beside that, the Municipality
Government program in arranging the slum area could go smoothly. The less results was happened on
responsibilify aspects which viewed from the organizational performance of Housing Qffice of Surakarta
Municipality in case of the renewal at Mojosongo, because it wasn’t in accordance on the administration
principal. The renewal at Mojosongo was organized by the Planning Section, while in accordance on its
Junction, the organizing should be done by the Development Guidance Section. Considering the
Accountability aspects, the renewal of slum area in Mofosongo generally have ability for increasing of
settlement region finction, the security and healthy of its people. There was find an increasing of settlement
quality which signed by the finable of urban infrastructure, the arrangement of the settlement environment,
and also the clear status of the settle land. Environmental aspects definite that the renewal will decrease the
pollution of the Kalianyar River from the solid waste and the waste water of the west edge of Kalianyar
people. Al of it was the realization of the public policy which accordance to the needs and the society's
value. The factors that influenced the performance of Housing Office in renewing the slum area are the
ability of the official, the support of the related institutions (for instance, the Regional Planning Board, urban
planning office, National Land Agency of Surakarta, BTN Bank, and so on); the support of Surakarta Mayor
as the higher policy maker in Surakarta Municipality. Generally, the renewal at the Mojosongo urban village
has able to overcome the slum area problem and has accordance to the goal and the aim of the renewal
itself.

As the efforts of increasing the performance of Housing Office Surakarta Municipality, The recommendations
are, for consolidation of the organization, particularly from the human resources aspects. The second,
project manager of slum area renewal might as well in surrounded of the related section for support their
task and function. The third, founding of the renewing region so that it was not become slum again, The
Jourth, evaluation not only on the project implementation, but the program evaluation must be done.

xii




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti telah diketahui bahwa tingkat urbanisasi kota-kota di Indonesia relatif
masih lebih rendah dibanding dengan standar di dunia, namun apabila dilihat laju
pertumbuhan penduduk perkotaan relatif cukup tinggi. Menurut Budi Cahyati dalam
Budihardjo, (1997:v-vi), bahwa jumlah penduduk perkotaan meningkat dengan laju 5,5%
per tahun pada kurun waktu 1980-1990, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan
penduduk nasional yang hanya 1,97% per tahunnya. Kondisi tersebut membawa
konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yaitu 32,8 juta jiwa atau 22% pada
tahun 1980 menjadi 55,9 juta jiwa atau 31% pada tahun 1990. Selanjutnya Parulian
Sidabutar dalam Rukmana dkk. (1993:30), menyatakan pula bahwa pada akhir tahun 2000
diperkirakan meningkat menjadi 36% atau sekitar 76 juta jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan tersebut diatas tentunya akan
membawa dampak pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan, khususnya bidang
perumahan dan permukiman. Diperkirakan pada tahun 1980 masih sekitar 32% penduduk
perkotaan tinggal di daerah kumuh, 33% tinggal di rumah semi-permanen, dan hanya 35%
tinggal dalam rumah permanen (Parulian Sidabutar, dalam Rukmana dkk, 1993:34 ).
Sementara menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1990 bahwa kondisi perumahan di
Indonesia terdiri dari 41,94% rumah yang dinyatakan baik, 50,81% adalah.sedang, dan
7,25% kondisi rusak (tidak layak huni).

Disamping menimbulkan masalah terhadap tuntutan akan kebutuhan rumah
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, serta dalam mewujudkan perumahan dan

permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, maka
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2
tingginya laju pertambahan penduduk juga membawa akibat peningkatan kebutuhan lahan,
sementara itu ketersediaan lahan perkotaan sangat terbatas. Akibat timpangnya permintaan
dan penawaran maka nilai dan harga lahan terus meningkat. Hal ini merupakan problem
yang berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Loekman dalam Budihardjo
(1998:96). menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat kota tergolong berpenghasilan

rendah dan mendiami rumah dengan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan sehat

dengan kepadatan tinggi, serta tidak tersedianya perumahan yang cukup mengakibatkan

tumbuhnya “slums area” yang pada gilirannya menimbulkan berbagai problem sosio
ekonomis.

Selain tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, maka kondisi sosial
ekonomi masyarakat terutama yang bérpenghasilan rendah serta peranan Pemerintah
Daerah dalam hal pembinaannya, pengawasan dan pengendalian, juga menjadi hal yang
sangat menentukan dalam membangun perumahan dan permukiman yang sehat dan layak.
Lingkungan permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kondisi ekonomi
masyarakat, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah di
bidang perumahan, disamping faktor sosial lainnya seperti tingkat pendidikan, kebiasaan
dan perilaku serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungannya.

Menurut Yudohusodo (1991:312), bahwa perumahan liar biasanya tumbuh dan
berkembang di pinggir kali, di sepanjang jalan Kereta Api, di sekitar pasar dan stasiun
Kereta Api, dan di tanah negara yang jauh dari jalan kendaraan. Sementara itu
Permukiman Kumuh dapat berupa perumahan liar maupun tidak liar, tetapi pada umumnya
dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kepadatan bangunan sangat tinggi
serta kondisi rumah dan lingkungan yang kurang memenuhi syarat kesehatan, tidak teratur,

kurangnya prasarana permukiman, kurangnya utilitas dan fasilitas sosial.
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Meskipun berbagai upaya dan program telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat
maupun Daerah untuk mengurangi daerah-daerah kumuh, mencegah jangan sanpai melebar
dan mencegah timbulnya lingkungan kumuh baru, seperti misalnya Program Perbaikan
Kampung, Konsolidasi Tanah, Peremajaan Kota, namun kawasan permukiman kumuh
ataupun permukiman liar sekarang ini masih sulit ditiadakan, sehingga permukiman kumuh
tersebut tidak hanya dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan; namun
juga dapat dijumpai di kota-kota menengah seperti halnya, Surakarta, Bekasi, Cirebon, dan
sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di saat ini dan dimasa yang akan datang, kawasan
kumuh dan liar perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak dan
penanganan yang lebih komprehensif serta terpadu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987, tentang Penyerahan
Sebagaian Urusan Pekerjaan Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Tingkat I dan Tingkat I, disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum

- yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah termasuk sebagian bidang Cipta Karya,

yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas
lingkungan perumahan yang meliputi pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan
beserta prasarana dan fasilitas lingkungannya serta pembangunan, pemeliharaan dan
pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkunganya.

Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pada
Pasal 27, menyebutkan pula bahwa Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalm tahap
pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas
permukiman melalui kegiatan-kegiatan : Perbaikan atau Pemugaran, Peremajaan,

Pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
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Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut serta didorong

oleh pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota yang membawa dampak semakin
meningkatnya tuntutan dan permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman yang
menghendaki adanya pengawasan, pengendalian serta pembinaan dilakukan secara efektif,
maka pembentukan dinas khusus di daerah menjadi sangat penting. Untuk itu beberapa
Pemerintah Dacrah telah membentuk suatu dinas khusus tersebut yaitu Dinas Perumahan
yang tugas pokoknya adalah membantu Pimpinan Daerah dalam melaksanakan urusan
Rumah Tangga Daerah di bidang perumahan,. (Dit. Bina Teknik, Ditjen. Cipta Karya,

1996).

Sebagai salah satu dinas teknis yang ikut melaksanan pembinaan dan penanganan
pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, Dinas Perumahan mempunyai
peranan yang cukup strategis dengan kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksana daerah
di bidang Perumahan termasuk dalam hal ini adalah penanganan permukiman kumuh di
perkotaan, sehingga diharapkan keberadaan dinas tersebut mampu membantu mengatasi
berbagai permasalahan perumaban perkotaan di daerah yang semakin rumit dan komplek
khususnya dalam ikut mengatasi permasalahan permukiman kumuh.

Meskipun sudah adanya Dinas Perumahan serta instansi lain yang telah melakukan
berbagai upaya untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan, apabila dilihat di
lapangan terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai contoh
misalnya penanganan dengan memindahkan penghuni ke lokasi lain dengan memberi ganti
rugi biasanya hanya memindahkan dan menimbulkan kekumuhan baru, penanganan yang
masih sepotong-sepotong belum tentu menuntaskan kekumuhannya, serta semakin
berkembangnya permukiman ilegal yang berada di tanah negara akibét lemahnya

pengawasan dan pembinaannya.
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Berdasarkan tugas pokok dan kedudukan Dinas Perumahan serta berbagai upaya
penanganan permukiman kumuh yang melibatkan berbagai instansi di daerah mendorong
perlunya dilakukan penelitian lebih jauh tentang Kinerja Dinas Perumahan dalam ikut
menangani Permukiman Kumuh melalui kegiatan Peremajaan Kota.

Sebagai studi kasus dipilih pengentasan Permukiman Kumuh melalui kegiatan
peremajaan dengan pendekatan “Community Based Urban Redevelopment” dengan pola
Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok/Masyarakat (P2BPK) yang berada di
lokasi Bantaran Barat Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres
Kota Surakarta.

bipilih obyek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Dinas Perumahan
sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan penyusunan proposal awal. Selain itu apabila
dilihat dari hasil kegiatan tersebut mampu merubah kawasan kumuh yang berada di
Bantaran Barat Kalianyar menjadi kawasan yang tertata lengkap dengan prasarana
permukiman seperti jalan, air bersih, saluran drainasi, serta fasilitas sosialnya, sehingga
mampu menghidupkan kembali serta meningkatkan vitalitas lingkungan permukiman.
Dalam proses pembangunannya lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, serta mampu mempertemukan berbagai pihak yang terkait dalam
pembangunan perumahan, Pemerintah Daerah, Swasta, Perbankan, Masyarakat. Sehingga
secara nasional peremajaan tersebut cukup mendapat perhatian, baik oleh pemerintah pusat

maupun pihak — pihak yang terkait dengan penataan permukiman kota.

1.2. Permasalahan
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permukiman kumuh termasuk
upaya untuk mencegah agar kekumuhan tidak menyebar atau melebar. Salah satu

penanganan kawasan kumuh di tanah ilegal/negara adalah melalui Peremajaan Kota. Yaitu
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upaya peningkatan kembali kondisi dan fungsi kawasan yang telah menurun produktifitas
serta manfaatnya. Tujuannya agar dapat menjamin perkembangan positif kota tersebut juga
kota-kota sekitarnya bahkan individu yang tinggal di dalamnya (Ditjen Cipta karya,
1996:10).

Tugas Pokok Dinas Perumahan adaﬂah membantu  Pimpinan Daerah dalam
melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perumahan dan Permukiman.
Selanjutnya apabila dirinci lebih lanjut sesuai dengan UU No. 4 tahun 1992, penanganan
urusan perumahan dan permukiman akan terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu Pengelolaan dan
Penataan. Khusus untuk urusan Penataan Perumahan dan Permukiman akan mengatur 2
(dua) hal yaitu Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman.
Cakupan dari Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman adalah pertama,
Perbaikan Lingkungan Permukiman baik melalui usaha perbaikan kampung, Peremajaan
Kawasan Kumuh Perkotaan, Penataan Lahan terarah, ataupun Relokasi. Kedua adalah
pengoptimélisasian INPRES No. 5 Tahun 1990, tentang Peremajaan Permukiman Kumuh
yang Berada di Atas Tanah Negara. (Direktorat Bina Teknik Cipta Karya, 1996). Hal ini

dapat digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR: 1.1
CAKUPAN TUGAS POKOK DINAS PERUMAHAN
BERDASAR UU NO. 4 TAHUN 1992

Urusan Perumahan
dan Permukiman
|
Urusan Penataan Urusan Pengelolaan
i
Pembangunan Peningkatan Kualitas
Baru Perumahan dan
permukiman
Perbaikan Lingkungan Optimalisasi INPRES
Permukiman No. 5 tahun 1990
Peremajaan Penataan Lahan Relokasi KIP
Kawasan Kumuh Teraran

Sumber : UU No, 4 Th. 1992

Dikaitkan dengan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan serta
Tugas Pokok Dinas Perumahan tersebut maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya Perbaikan Lingkungan Permukiman, apakah kegiatan
Peremajan Kawasan Kumuh di Mojosongo mampu mengatasi masalah
kekumuhan?

2. Sejauh mana Peranan dan Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta dalam

peremajaan permukiman Kumuh di Kelurahan Mojosongo Surakarta?




1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian
1.3.1. Tujuan

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang sejauh mana peranan dan
kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya dalam melakukan peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan
Mojosongo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta seberapa
jauh hasil dan manfaat Dinas perumahan Kota Surakarta dalam melakukan

peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Mojosongo.

1.3.2. Sasaran
Adapun sasaran penelitian ini meliputi :

1. Meneliti fungsi dan tugas Dinas Perumahan dalam peremajaan kawasan
kumuh atau pembangunan kembali (Redevelopment) di RT 03 RW I
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

2. Meneliti hasil Peremajaan Kawasan Kumuh atau pembangunan kembali
(Redevelopment) di RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres
Kota Surakarta.

3. Mengevaluasi tentang Peranan dan Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta
dalam peremajaan kawasan kumuh atau pembangunan kembali
(Redevelopmenty di RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres

Kota Surakarta.




1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kota
Surakarta dalam mengantisipasi semakin rumitnya permasalahan
pembangunan Perumahan dan Permukiman khususnya ‘dalam melakukan
peremajaan kawasan kumubh.

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan kajian dan sumber penelitian lainnya
khususnya yang berhubungan dengan penanganan kawasan kurﬁuh dan

pembangunan bertumpu pada kelompok.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Lingkup Materi

Untuk menghindari biasnya penelitian maka materi dibatasi pada :

1.

Penelitian terhadap peranan serta hasil Peremajaan Kawasan Kumuh di
Bantaran Barat Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo, oleh Dinas
Perumahan Kota Surakarta.

Evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perumahan dalam peremajaan kawasan
kumuh di Bantaran Barat Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo Kota
Surakarta. Tinjauan kinerja dibatasi pada aspek Kepekaan (responsiveness),
Responsibilitas (responsibility), dan Akuntabilitas (accountability).

Penelitian terhadap faktor-faktor yang doninan mempengaruhi kinerja Dinas

Perumahan dalam peremajaan di Mojosongo.
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1.5.2 Lingkup Wilayah
Wilayah pex;elitian terbatas pada kawasan peremajaan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh Dinas Perumahan pada tahun 1998/1999, berlokasi di Bantaran'Barat

Kalianyar RT 03 RW I Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.
Pertambahan penduduk perkotaan yang relatif cepat; di sisi lain terbatasnya lahan untuk
perumahan serta tingkat pendapatan sebagian masyarakat yang rendah mempengaruhi
keterjangkauan daya beli; kurangnya pembinaan, pengawasan dan sangsi terhadap
masyarakat yang melakukan pelanggaran; merupakan faktor — faktor yang dominan
penyebab terjadinya suatu kawasan kumuh di perkotaan.

Tugas Pokok Dinas Perumahan adalah melaksanakan urusan di bidang perumahan
dan permukiman di wilayahnya yang salah satunya adalah menyangkut urusan Penataan
permukiman. Dalam Penataan permukiman tersebut salah satunya mencakup upaya
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Selanjutnya dengan peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman ini dicakup pula upaya perbaikan lingkungan
permukiman melalui kegiatan Peremajaan Kawasan Kumuh.

Dengan melihat hasil dari Peremajaan Kawasan Kumuh dikaitkan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Perumahan maka dapat dievaluasi peranan dan kinerja Dinas
Perumahan melalui  penelitian tingkat kepekaan, responsibilitas dan akuntabilitas
peremajaan kawasan kumuh. Dari hasil evaluasi ini akan didapat berbagai temuan yang
akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah
setempat ataupun sebagai bahan kajian atau penelitian lebih lanjut terhadap penanganan

permukiman kumuh di perkotaan.




GAMBAR : 1.2.
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KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

Pertambahan
Penduduk Kota

Keterbatasan Lahan Kota

dan keterjangkauan
masvarakat

Lemahnya Pembinaan,
Pengawasan dan sangsi

|

v

Kawasan Kumuh dan
Permukiman Liar

Tugas Pokok Dinas

P Perumahan

I

Perbaikan Lingkungan
Permukiman

'

Peremajaan Kawasan
Kumuh

v

Evaluasi Peranan dan Kinerja Dinas
Perumahan dalam Peremajaan Kawasan

Kumuh Perkotaan

c

2
v

v

Analisis Kepekaan Kinerja
Dinas Perumahan

Analisis Responsibilitas
Kinerja Dinas Perumahan

Analisis Akuntabilitas
Kinerja Dinas Perumahan

I

|
y

Temuan - Temuan

h

Rekomendast

Upaya-Upaya Peningkatan Kinerja Dinas perumahan dalam
Peremajaan Kawasan Kumuh Perkotaan
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1.7. Sistematika Penyusunan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, Bab pertama yaitu Pendahuluan. Bab Kedua
adalah Telaah Pustaka Peranan Kinerja Dinas Perumahan dalam Peremajaan Permukiman
Kumuh. Bab ketiga Metode Penelitian. Bab Keempat tentang Hasil Penelitian dan
Pembahsan Peranan Dan Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta Dalam Peremajaan
Permukiman Kumuh Di Mojosongo. Terakhir Bab kelima mengenai Kesimpulan dan
Rekomendasi. Adapun Sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang timbulnya
permasalahan serta perlunya diadakan penelitian tentang Kinerja Dinas Perumahan dalam
Peremajaan Kawasan Kumuh. Selain itu diuraikan pula tentang permasalahan, tujuan
diadakannya penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, ruang lingkup
materi dan wilayah penelitian, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian. Terakhir
diuraikan tentang sistematika penyusunan yang diharapkan dapat memberi gambaran
keseluruhan bentuk tesis ini.

Bab II. Mengenai Telaah Pustaka Peranan Kinerja Dinas Perumahan dalam
Peremajaan Permukiman Kumuh. Berisi tentang berbagai teori yang terkait dengan
peremajaan dan juga kinerja organisasi sebagai alat untuk melakukan analisis pada bab
berikutnyya.

Bab III. Metode Penelitian. Dikemukakan tentang metode yang digunakan dalam
melakukan penelitian yang menggambarkan tentang tipe penelitian yang akan dilakukan,
jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data, metode penentuan sampel , serta teknik
analisis data mengenai Peranan Dinas Perumahan Surakarta Dalam Permukiman Kumuh di

Mojosongo.
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Bab [V. Mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap Peranan dan Kinerja

Dinas Perumahan Kota Surakarta dalam Peremajaan Kawasan Kumuh di Mojosongo.

Dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian diperoleh melalui wawancara,

dokumentasi maupun observasi lapangan. Diuraikan data yang berkaitan dengan peranan

pada masing-masing kegiatan peremajaan. Juga di kemukakan tentang hasil-hasil dalam
peremaj‘aan baik secara fisik maupun non fisik.

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi. Dalam bab ini dikemukakan tentang

kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pelaksanaan penelitian tentang Peranan

dan Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta dalam peremajaan kawasan kumuh serta

rekomendasi sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak.
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BAB II
DEFINISI DAN KONSEP KINERJA ORGANISASI
PADA PEMBANGUNAN PERUMAHAN MELALUI
PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam Bab II ini diuraikan tentang berbagai teori yang berkaitan dengan peranan dan
kinerja Dinas Perumahan dalam penataan dan peremajaan permukiman kumuh, termasuk
faktor-faktor yang mempengaruhi serta manfaat mengetahui kinerja organisasi. Di samping
itu juga diuraikan berbagai teori dan kebijakan tentang pembangunan Perumahan dan

penataan Permukiman kumuh.

2.1. Peranan Dinas Perumahar Dalam Peremajaan Kawasan Kumuh

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan icota yang pesat serta semakin
banyak_nya aktor pembangunan yang terlibat di bidang perumahan dan juga semakin
kompleknya permasalahan perumahan dan permukiman di daerah telah mendorong
Pemerintah Daerah untuk membentuk dinas khusus atau instansi yang mengurusi di bidang
perumahan dan permukiman. Pembentukan instansi tersebut juga merupakan tindak lanjut
terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan
Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I serta Peraturan Pemerintah Nomor 14
tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum
kepada Pemerintah Daerah.

Dinas Perumahan merupakan salah satu organisasi di lingkup Pemerintah Daerah
Tingkat II yang bertujuan untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan
rumah tangga daerah di bidang perumahan dan permukiman dan memberi pelayanan dalam
tugas pembantuan di bidang perumahan. Pembentukan Dinas Perumahan tersebut sangat

terkait erat dengan kebijakan pemerintah di bidang perumahan yang sejak Pelita VI
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menempatkan Pemerintah sebagai Pendorong dan Pembitia untuk terwujudnya perumahan

dan permukiman yang layak, mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Dit. Bina Teknik, Ditjen. Cipta Karya (1996), bahwa Tugas Pokok Dinas
Perumahan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan pembantuan di

bidang perumahan dan permukiman serta urusan lain vang diberikan Bupati/Walikota.
Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian atas kebutuhan perumahan di daerahnya.

2. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan perumahan dan
permukiman pada umumnya.

3. Melakukan pembinaan terhadap usaha pembangunan dan pengelolaan
perumahan, termasuk di dalamnya rumah-rumah kost.

4. Melakukan pendaftaran dan pemberian penunjukan serta penetapan hunian

perumahan ber- SIP ( Surat izin Penunjukan).

Menetapkan harga sewa perumahan.

Mengatur hubungan sewa menyewa dan sewa beli.

Mengatur penghunian perumahan yang masih dikuasai Gubernur.

Melakukan penertiban terhadap pelanggaran pengunian perumahan.

Melaksanakan urusan tata usaha Dinas Perumahan.

0 %N oW

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan salah satu fungsinya
adalah melakukan pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas
lingkungan perumahan yang meliputi pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan
beserta prasarana dan fasilitas lingkungannya termasuk di dalamnya adalah pembinaan
terhadap permukiman kumuh perkotaan.

Tantangan terhadap fungsi dan tugas serta peranan Dinas Perumahan semakin
besar dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman. Peranan Dinas Perumahan dalam urusan Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Baru, yang dibuat oleh masyarakat maupun swasta adalah menciptakan iklim

yang mendukung, termasuk dalam hal ini adalah :
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l. Mendorong untuk menyediakan atau meribangun perumahan baru untuk
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Optimasi penyediaan dan pengendalian lahan untuk keperluan Perumahan
dan Permukiman oleh Pemeritah daerah.

3. Pengendalian pembangunan perumahan oleh swasta, masyarakat, dan
pengembang.

4. Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sosio-ekonomi
yang memadai, terutama bagi pembangunan rumah sederhana, bersusun
maupun tunggal.

Peranan Dinas Perumahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam
urusan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman. Termasuk di dalam hal ini
adalah urusan :

1. Perbaikan Lingkungan Perumahan, baik melalui usaha perbaikan kampung,
upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaaan, penataan lahan terarah
ataupun relokasi,

2. Pengoptimalisasian Inpres No. 5 Tahun 1990, sebagai salah satu wahana
dalam pengadaan rumah susun pada tanah negara yang dibayai dari subsidi
silang sebagian lahan yang diperuntukan bagi bangunan komersial.

Sebagai dinas otonom yang paling bertanggung jawab dalam urusan Perumahan
dan Permukiman di daerah maka dalam perbaikan permukiman kumuh perkotaan Dinas
Perumaban mempunyai peranan besar. Meskipun dalam pelaksanaannya harus melibatkan
berbagai pihak, tetapi secara keseluruhan tanggung jawab pelaksanaan tetap berada di
Dinas Perumahan. Peranan Dinas Permnahan dalam perbaikan kawasan kumuh terutama

dalam hal :
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-,

* Penentuan lokasi kegiatan.

*

++ Penyusunan program dan proposal awal.
¢ Koordinator pelaksaan

+ Pengesahan rencana kegiatan dan dokumen pelaksanaan lainnya.

+

L)

» Penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

Selain hal-hal tersebut tentunya masih banyak peran lainnya dalam upaya
menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan dan dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta upaya
untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, aman dan
serasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang didukung oleh partisipasi masyarakat

yang tinggi.

2.2. Konsep Kinerja Organisasi

Upaya penilaian terhadap organisasi merupakan hal yang penting sebagai upaya
peningkatan kinerjanya. Dikemukakan oleh MacDonald dan Lawton dalam Keban (1995),
bahwa penilaian kinerja organisasi dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau
peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. Georgepoulos dan Tannembaun
(1969}, melihat efektifitas suatu organisasi dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuannya.
Keberhasilan organisasi harus pula mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi,
tetapi juga mekanisme dalam mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Tolok ukur
yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan organisasi dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mencapai dan memelihara suatu tingkat
operasi yang efektif.

Siagian, (1998) mengemukakan bahwa pada dasarnya suatu organisasi yang

berhasil apabila mampu menampilkan kinerja tinggi dengan tingkat efektivitas dan
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produktifitasnya semakin lama semakin tinggi. Adapuf cirt utama organisasi berkinerja

tinggi adalah :

>
0’.

\J
* .0

Mempunyai arah yang jelas untuk dicapai.

Manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu
berusaha agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan
berketrampilan tinggi, disertai dengan semangat wirausaha.

Para manajernya membuat komitmen kuat péda suatu rencana strategik yang
diharapkan dapat membawa hasil yang menguntungkan.

Orientasi suatu organisasi kinerja tinggi adalah hasil yang menguntungkan.
Orientasi organisasi kinerja tinggi adalah berhasil menumbuhkan kesadaran
tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang selalu meningkat.

Salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manajer yang berhasil adalah
kesediaan membuat komitmen yang mendalam pada strategi yang telah
ditentukan bersama seluruh komponen organisasi.

Dalam menilai kinerja suatu organisasi publik diperlukan kriteria yang akan

menjadi landasan penilaian sehingga dapat diketahui keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Lenvine dkk. (1990) menyatakan bahwa ada 3 (tiga)

konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

1.

Kepekaan (Responsiveness), yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsiveness menunjukkan adanya
keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsiveness dimasukkan sebagai
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salah satu ukuran kinerja karena hal tersebuit sécara langsung menggambarkan
kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.

2. Responsibilitas (Responsibility), hal ini menyangkut tentang tanggung jawab

pelaksanaan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik itu sudah
sesual dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan
pedoman dan kebijakan, baik secara implisit maupun eksplisit. Peningkatan
renponsibilitas. sering berbenturan dengan kepekaan apabila kebijakan dan
prosedur administrasi dalam organisasi tidak memadai untuk menjawab
dinamika yang terjadi di masyarakat.

3. Akuntabilitas (dccountability), hal ini menyangkut tentang seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari sisi internal
organisasi seperti pencapaian target, tetapi juga diukur dari sisi eksternal,
seperti nilai-nilai dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Menurut Kartasasmit;a (1997:62). Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat harus dipantau dan dievaluasi terus menerus untuk mengetahui
seberapa jauh pembangunan telah dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapai
dibandingkan dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka evaluasi tersebut dikenal
adanya evaluasi kinerja (performance evaluation) yang dapat memberikan informasi tidak
hanya menyangkut input dan output, tetapi juga menyangkut hasil (result) dan manfaat
(benefit), termasuk pula dampaknya. Lebih lanjut Kartasasmita (1997:143),
mengemukakan pula evaluasi kinerja merupakan salah satu kegiatan perencanaan dan
manajemen pembangunan yang tidak kalah pentingnya dibanding kegiatan lainnya. Dalam

pengembangan. sistem evaluasi kinerja dipergunakan pendekatan kerangka kerja logis
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(logical frameworks atau result spectrum) yang memberikan informasi mengenai indikator
kinerja dan sasaran kinerja. Indikator kinerja adalah faktor atau variabel yang dapat diukur
untuk menggambarkan kinerja proyek atau pelaksanaan program pembangunan.
Selanjutnya sasaran Kinerja adalah kinerja yang ingin dicapai oleh proyek atau
pelaksanaan program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana yang
menyangkut masukan, keluaran, hasil, dan manfaat (benefit) serta adanya dampak positif
dan atau negatif.

Sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi yang dibentuk
Pemerintah Daerah sangat diharapkan mampu berperan sebagai agen pemerintah di
bidangnya untuk menjalankan sebagian peranan yang harus dijalankan oleh Pemerintah
Daerah.  Tolok ukur keberhasilan dari organisasi yang dibentuk tersebut dalam

menjalankan fungsinya adalah dilihat dari sisi kinerjanya.

2.3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Chester A. Bernard ( Thoha,1993 ) menjelaskan bahwa organisasi sebagai suatu
sistim aktivitas-aktivitas organisasi terorganisasikan secara sadar atas ketentuan-ketentuan
yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya Bryant dan White (1989), menyatakan bahwa organisasi dapat digambarkan
sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau
melaksanakan tugas-tugas tertentu. Siagian, (1986) menjelaskan bahwa suatu organisasi
terwujud apabila ada sekelompok orang yang sepakat untuk melakukan usaha bersama
demi kepentingan bersama pula. Selanjutnya organisasi dapat dipandang sebagai suatu
wadah dimana berbagai kegiatan organisasional berlangsung, dan kedua sebagai suatu

proses kerja sama antara kelompok orang demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
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ditentukan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu organisasi akan selalu berhadapan
‘
dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam ( internal) maupun dari luar (eksternal).

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas pengertian organisasi adalah himpunan
orang-orang yang berinteraksi untuk melaksanakan tugas dan peléerjaan tertentu dengan
dukungan sumber-sumber daya serta berhadapan dengan kgndala-kendala dalam
lingkungan maupun dari Juar lingkungan guna mencapai tujuan ber;sama.dengan demikian
pengertian organisasi mengandung unsur tujuan, sumber daya, kéndala, dan lingkungan
dalam arti bahwa terkandung unsur internal organisasi dan eksternal iorganisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari peng?ruh lingkungan secara
keseluruhan yang mencakup segi internal dan eksternal organisasi yia.ng oleh Steers (1985)
dikatakan bahwa pengaruh lingkungan intrnal yaitu menciptakan n’;ilieu kultur dan sosial
tempat berlangsungnya kearah tujuan atau iklim Organisasi, dan gambaran perubahan yang

terjadi pada internal organisasi misalnya perubahan tujuan organisa$i tersebut atau dengan
kata lain merupakan faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi. mekanisme organisasi
dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya pengaruh lingkungan eks‘éernal yaitu Perubahan
kondisi ekonomi, situasi politik atau semakin besarnya tuntutan yang dityukan pada
organisasi dari masyarakat, lembaga atau instansi lain diluar oré,anisasi tersebut, atau
dengan kata lain merupakan kekuatan-kekuatan yang timbul diIuar%batas—batas organisasi
tetapi mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi. |
Dikaitkan dengan faktor eksternal, Haryanto (1992), merjlyatakan bahwa suatu
unit tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tailpa dibantu oleh unit
lainnya, oleh karena itu setiap unit mempunyai kewajiban untuk méndukung pelaksanaan
\

dari fungsi unit lainnya apabila organisasi tersebut ingin dapat ancapai tujuan dengan

efektif dan efisien. Sedangkan dikaitkan dengan faktor internal,; Streers (1985) juga
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menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akhir suatu organisasi
tidak lepas dari karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan dan praktek
manajemen. Sedangkan dikaitkan dengan karakteristik pekerja yang tidak lepas dari unsur
kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan
pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan, dan pengalaman.
Dengan demikian kemampuan tergantung pada ketrampilan dan pengetahuan yang
merupakan determinan yang dapat diperoleh pendidikan formal, non formal yang dapat
menunjang kecakapan seseorang.

George Homans ( Arief, 1985), menyatakan bahwa organisasi terdiri dari sistim
lingkungan luar (Esternal Environment) dan sistim lingkungan dalam (Intérnal
Environment), yang melingkupi organisasi dimaksud dalam menciptakan hubungan yang
saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian faktor eksternal dan faktor internal
mempunyai keterkaitan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh lagi Steers ( 1985 ), menyatakan bahwa didalam pencapaian tujuan
organisasi keberhasilan tidak lepas dari pengaruh lingkungan yaitu :

v" Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan.
v Ketepatan persepsi terhadap keadaan lingkungan.
v' Pengertian rasionalitas dan tindakan organisasi.

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi keadaan
lingkungan sangat erat hubungan dengan kemampuan sejauh mana organisasi
menyusuaikan dengan keadaan lingkungannya dalam .mencapai keberhasilan. Dalam hal
ini semakin besar kepastian organisasi akan keberadaan dalam lingkungannya akan

semakin besar pula peluang organisasi melakukan kesesuaian atau keterdugaan keadaan
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lingkungan dan juga makin besar pula potensi organisasi untuk memberikan tanggapan
| yang tepat.

Sehubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal dalam arti pengaruh
lingkungan terhadap kegiatan seperti organisasi, Bryant dan White (1989), mengemukakan
dua alasan yang menyebabkan lingkungan menjadi penting untuk sebuah organisasi karena
pertama, lingkungan dapat menyediakan sumber-sumber daya dan kedua lingkungan
ﬁ menawarkan batas dan kendala. Dengan demikian suatu organisasi perlu menghimpun
j sebanyak mungkin sumber daya serta perlu melindungi diri terhadap tindakan-tindakan
! serta ancaman pihak lain. Selain itu organisasi semaksimal mungkin dapat memanfaatkan
! sumber daya yang ada dan bagaimana secara efektif mengatasi kendala-kendala baik dari
|

- dalam lingkungan maupun diluar organisasi,

2.4. Manfaat Mengetahui Suatu Kinerja
Selain  untuk kepentingan bahan laporan, melakukan pengukuran untuk
mengetahui kinerja suatu program atau organisasi menurut Martin, (1996:6), mempunyai
manfaat :
1. Untuk memperbaiki manajemen program pelayanan masyarakat yang
dilakukan oleh suatu organisasi publik.
| 2. Dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dalam program pelayanan
masyarakat yang dilakukan oleh organisasi publik.
3. Sebagai bahan evaluasi.
Berdasarkan hal ini maka sangatlah penting untuk mengetahui dan mengukur
kinerja suatu organisasi termasuk juga organisasi publik, namun hal ini jarang dilakukan

oleh organisasi publik atau organisasi yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat,
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seperti misalnya dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Mereka menjadi kurang

sadar apakah pelayanannya berkualitas dan memuaskan masyarakat serta sesuai dengan

maksud dan tujuan kebijakan atau program yang dijalaninya.

Martin, (1996:6), mengetahui dengan cara pengukuran kinerja sebagai alat

manajemen juga sangat penting yang dapat ditunjukan sebagai berikut :

1.

(%)

Menaikkan posisi klien (yang dilayani) dengan menempatkan
kepentingan klien sebagai komponen penting didalam kinerja suatu
instansi,

Memberi pedoman umum dari pelaksanan pelayanan publik dalam
melakukan evaluasi tentang efisiensi, efektifitas dan kualitas
pelayanannya.

Memungkinkan bagi pelaku pelayanan publik untuk monitoring secara
kontinyu program atau tugasnya dengan mengenali hal-hal yang dapat
mempengaruhi perbaikan pelayanan.

Meningkatkan semangat dari para karyawan dengan mendapatkan umpan
balik dengan melihat sejauh mana masyarakat dilayani dan seberapa

cakupan pelayanannya.

2.5. Dinas Perumahan Sebagai Suatu Instansi Pemerintahan

Organisasi yang berada dalam struktur pemerintah bertujuan untuk mencapai

tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan pemerintahan, Maksud adanya Organisasi dalam

Pemerintahan adalah pertama, untuk membagi tugas pemerintahan sehingga dapat

dilaksanakan secara efisien dan seekonomis mungkin. Kedua, untuk membatasi wilayah

kewenangan dan tanggung jawab dari unit-unit administratif. (Bintoro, 1978:77).
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Dengan demikian bahwa Organisasi dalam Pemerintahan diperlukan untuk

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara baik, mempunyai dasar hukum wilayah

kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan, penyediaan tata hubungan antar

organisasi, sehingga pelaksanaan tugas yang sering kali harus didukung secara antar

lembaga dapat dilakukan dengan baik.

Dalam menentukan tipe organisasi pemerintah dapat dilihat dari

spesialisasinya dalam pelaksanaan tugas organisasi tersebut (Bintoro, 1978:78), yang

terdiri atas empat kelompok yaitu :

1.

[F8]

4,

Spesialisasi menurut tujuan, organisasi ini menjalankan tugas dalam
rangka mencapai suatu tujuan pemerintah tertentu. Misalnya Dinas
Perumahan, Dinas Tata Kota.

Spesialisasi menurut proses, menjalankan sebagian tugas pemerintah
menurut suatu proses tertentu yang akan memberi jasa bagi banyak
organisasi pemerintah lainnya. Misalnya Kantor Statistik.

Spesialisasi menurut langganan atau nasabah, contohnya adalah BKKBN.

Spesialisasi menurut produk, misalnya Dinas Pertambangan.

Karena adanya perbedaan latar belakang spesialisasi organisasi tersebut sering

dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terjadi benturan kepentingan atau satu sama lain

ingin menonjolkan peranannya akibat adanya penilaian dan cara pandang dari suatu

permasalahan yang berbeda.

Di dalam Daerah Otonom terdapat selain organisasi otonom yaitu organisasi yang

dibentuk oleh daerah untuk mendukung beban urusan vang desentralisasikan  dari

pemerintah pusat, juga terdapat organisasi Pemerintah Pusat yang berada di daerah akibat

asas dekonsentrasi (Instansi vertikal di daerah). Dengan demikian maka di daerah terdapat
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banyak sekali organisasi pemerintahan sehingga diperlukan hubungan kerja yang baik

antar organisasi. Tetapi kadang-kadang satu sama lainya sering terjadi duplikasi kegiatan,

Koordinasi adalah suatu kata kunci yang diharapkan mampu meningkatkan hubungan kerja

antar organisasi, tetapi hal ini masih menjadi masalah yang cukup besar di daerah.

Menurut LAN (1997). Agar tugas pokok pemerintah dapat dilaksanakan dengan

baik, dalam penyusunan kelembagaan perlu didasarkan pada asas-asas pengorganisasian

yang tepat, yaitu :

1. Asas Kejelasan Tujuan. Organisasi Pemerintah dibuat untuk mencapai

(5]

tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam penyusunannya harus jelas
kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

Asas Pembagian Tug.as. Tugas Pemerintah baik Umum maupun
Pembangunan dibagi habis dalam tugas-tugas organisasi yang
dibentuknya sehingga ¢ 1pat dijamin selalu adanya tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tetapi masing-masing
tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kerja sama dan
koordinasi.

Asas Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan harus ada satu instansi yang secara fungsional paling
bertanggung jawab. Hal ini juga akan menentukan mekanisme koordinasi

dalam arti instansi mana yang paling be'rtanggung jawab tersebut

berkewajiban mempra.klérsainya.

/
Asas Pengembangan. Jabatan Fungsional. Penyusunan organisasi
pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengembangan jabatan

struktural saja, melainkan kepada jabatan fungsional juga.
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Asas koordinasi. Adanya kemungkinan terwujudnya suatu koordinasi
yang mantap dalam menjalankan tugas masing-masing organisasi.
Asas Kesinambungan. Adanya jaminan bahwa tugas-tugas yang
dibebankan harus dapat berjalan terus-menerus sesuai dengan kebijakan
dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri
pejabat/pegawai tertentu.
Asas Kesederhanaan. Harus ada kejelasan gambaran tentang siapa/unit
apa untuk mengerjakan apa, bekerja dengan siapa dan dengan cara
bagaimana.
Asas Keluwesan. Organisasi harus mampu mengikuti dan menyesuaikan
dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dihindari
kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya.
Asas Akordion. Organisasi harus dapat dikembangkan atau diciutkan
sesttai dengan tuntutan dan besaran tugas yang ada tanpa menghilangkan
fungsinya.
Asas Pendelegasian Wewenang. Ini menentukan tugas-tugas yang harus
dilimpahkan atau didelegasikan atau dipegang pimpinan. Sehingga setiap
unit harus mampu dan memungkinkan menjalankan tugas yang
delegasikannya.
Asas Rentang Kendali. Jumlah satuan organisasi atau orang yang
dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional
dikaitkan dengan kemampuannya dalam pengendalian bawahannya,
Asas Jalur dan Staf. Agar jelas tugas pokok dan penunjang perlu

digunakan asas jalur dan staf,
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13. Asas Kejelasan dalam Pembaganan. Untuk mempejelas  dalam

pembaganan mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan

organisasi dalam bentuk bagan agar setiap pihak yang berkepentingan

dapat memahami hubungan, kedudukan, dari setiap satuan organisasi
yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka peranan dan keberhasilan suatu instansi atau
organisasi dalam pemerintahan sangat tergantung dari pelaksanaan asas-asas tersebut
diatas. Sebaliknya banyak program-program pemerintah yang sebetulnya sangat bagus
tetapi dalam pelaksanaan oleh suatu organisasi yang berwenang tidak melihat asas-asas
tersebut maka program tidak sampai tujuan atau gagal di mata masyarakat,

Ada kecenderungan bahwa organisasi pemerintah lebih bersifat birokratif dan
lebih sarat dengan aturan dan memberi kualitas pelayanan yang rendah dibanding dengan
organisasi swasta yang bergerak dalam bidang yang sama. Bryant dan White (1989),
menyatakan tentang berbagai pa'—coiogi birokratik pemerintah yaitu, pertama mereka telah
membangun otonomi, menjadikan birokrasi institusional yang terbiasa bekerja secara
independen dalam prakteknya dan menjaga kemampuan mereka untuk menyusun
pengaturan-pengaturan mereka sendiri, sehingga kelestarian organisasi lebih penting dari
pada tujuannya. Kedua, adanya kecenderungan birokrasi menjadi kaku dan rutin.
Organisasi-organisasi cukup kuat menekan para anggota untuk berdisiplin sehingga
organisasi berubah menjadi aturan-aturan dan mendefinisikan loyalitas dalam
hubur;génnya de;lgan ketaatan terhadap peraturan. Ketiga, adanya gejala semua keputusan

dibuat di puncak, sehingga mengurangi otoritas para pejabat di bawahnya.

Dinas Perumahan sebagai salah satu organisasi dalam Pemerintahan merupakan

‘organisasi daerah otonom dibentuk .berdasarkan spesialisasi tujuan  yaitu untuk
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melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan pembantuan di bidang perumahan
dan permukiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan pengelolan dan
pemberdayaan seluruh sumber daya organisasi yang merupakan faktor intern organisasi
juga adanya tata hubungan dan kerja sama dengan organisasi dan pihak lainnya yang -
merupakan faktor ekstern, utamanya untuk menjalin koordinasi dan sinkronisasi program
kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dalam berperan maupun menjélankan- fungsinya maka
Dinas Perumahan diharapkan mampu menjabarkan asas-asas tersebut diatas sehingga

mampu meningkatkan kinerjanya

2.6. Kebijaksanaan Dan Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Arahan GBHN 1993 mengenai Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan dan
Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan
masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan
kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan
serta persemaian nilai budaya bangsa dan membina watak anggota
keluarga.

2. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal,
baik dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan yang sehat serta
kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberi rasa aman, damai,
tenteram, dan sejahtera.

3. Perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga dapat merata menjangkau
n%asyarakat yang  berpenghasilan rendah  dengan  senantiasa
memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan

N ~ dengan lingkungan sosial di sekitarnya.
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4. Harus dapat mendorong kegiatan pembangunannya  dengan

memperhatikan swadaya dan gotong royong, disamping meningkatkan
perkembangan pembangunan disektor lain. Penyuluhan teknis tentang
pembangunan dan pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas
untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat.
Pembangunan rumah susun di kota-kota besar perlu terus dilanjutkan dan

ditingkatkan dengan memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.

Sementara itu sasaran Program Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP 1)

bidang pembangunan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan prasarana dan

sarana perumahan dan permukiman yang makin layak dan terjangkau,
baik dalam jumlah maupun kualitasnya serta terciptanya suasana
kehidupan permukiman yang memberi rasa aman, damai, dan sejahtera.

Makin mantapnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
pendanaan dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman, yang

ditunjang oleh iklim yang menarik.

Berdasarkan Sasaran pada PJP II tersebut di Pemerintah telah membuat kebijakan

di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi :

I.

[

Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh
masyarakat luas guna meningkatkan pemerataan dan memperluas
cakupan pelayanan penyediaan perumahan dan permukiman, dan dapat
menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang

berwawasan lingkungan dan yang berkelanjutan.
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Pengembangan perdnan masyarakal dan dunia usaha dalam
pembangunan perumahan dan permukiman untuk mendorong terciptanya
penyediaan perumahan dan permukiman secara mandiri sehingga
mengurangi ketergantungan pembiayaan pada pemerintah.
Pengembangan sistem pendanaan perumahan dan permukiman sehingga
mampu menciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan
oleh masyarakat dan dunia usaha.
Pemantapan kelembagaan dan pola pengelolaan pembangunan
perumahan dan permukiman secara terpadu.

Pengembangan perangkat peraturan pendukung,

Mengacu pada kebijakan tersebut maka sejak memasuki Pelita VI program
pembangunan perumahan dan permukiman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Program
Penyediaan Perumahan Permukiman dan Program Perbaikan Perumahan Permukiman.
Sedang sasaran lokasinya juga dibagi dua yaitu Perkotaan dan Perdesaan.

Khusus untuk Program Pembangunan Perumahan Permukiman Perkotaan, maka
Program-programnya terdiri dari :

1. Program Penyediaan Perumahan Permukiman

1). Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana

(RSS).

2). Rumah Susun (Rusun). Secara fungsional Rumah Susun terdiri ;

- Rusun Hunian, untuk tempat tinggal.
- Rusun Non Hunian, sebagai tempat usaha atau sosial.

- Rusun Campuran, sebagai tempat tinggal dan usaha/sosial.

3). Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
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4), Pengembangan Lahan Teraral/ Guided Land Development
2. Program Perbaikan Perumahan Permukiman
Program ini pada dasarnya adalah penanggulangan Lingkungan Perumahan
Kumuh Perkotaan. Penjabaran program berdasarkan kondisi kekumuhan
dilihat dari segi status tanahnya. Terdiri dari program-  program:
1). Peremajaan Kota (Urban Renewal)
Program yang dituyjukan kepada kawasan/lingkungan kumuh di atas
tanah ilegal dengan kondisi tingkat kekumuhan tinggi dan penggunaan

tata guna tanah yang tidak sesuai dengan RUTRXK.

2). Land Sharing dan Land Consolidation (Konsolidasi Lahan).
Program yang ditujukan kepada kawasan/lingkungan kumuh di atas
tanah legal dengan kepadatan tinggi. Konsolidasi Lahan dilakukan pada
kondisi: perkembangan permukiman tidak terkendali, tingkat
kepemilikan lahan tinggi, tingkat kekumuhan tinggi, kecenderungan
perkembangan fungsi lahan yang lebih potensial.

3). Kampung Improvement Program (KIP)

Program yang ditujukan kepada kawasan/lingkungan kumuh di atas

tanah legal dan kondisi tidak terlalu kumuh. Selain KIP juga dibuat
‘ program penanganan lingkungan sekitar pasar melalui MIIP (Market
1 Infrastructure Improvement Program).
j Khusus untuk Peremajaan Kota, dikaitkan dengan Kebijakan Perumahan dan

Permukiman di Indonesia, mempunyai tujuan:
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1. Meningkatkan standar perumahan dan lingkungan hidup bagi kelompok

miskin penghuni kawasan, dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial
yang lebih baik, tanpa harus melakukan penggusuran.

2. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur perkotaan bagi penghuni

kawasan, sehingga tercapai suatu tingkat kesejahteraan penduduk yang

memenuhi kebutuhan dasar hidup.

[

Meningkatkan shelter supply sesuai dengan proyeksi bagi kebutuhan masa
mendatang, kemampuan daya dukung lahan dengan tata ruang desain fisik
yang sesuai, dan mampu mendukung ciri dan karakteristik kegiatan sosial
ekonomi penghuni.

4. Memberikan kepastian hukum terhadap hak pemilikan asset tanah dan
rumah bagi penghuni kawasan yang diremajakan.

5. Menyatukan kawasan yang diremajakan kedalam sistem perekonomian
kota, tanpa harus diwarnai dengan ketimpangan yang menyolok yang
sekaligus merupakan usaha menghilangkan kemiskinan di perkotaan.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperhatikan pula asas dan tujuan dari
pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam Undang —-Undang No. 4 tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa dalam penataan perumzhan dan
permukiman terdapat asas manfaat, adil, merata, kebersamaan dan kekekuargaan,
kemandirian, keterjangkauan, serta kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan tujuan dalam
penataan perumahan dan permukiman adalah pertama, untuk memenuhi kebutuhan rumah
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, kedua untuk mewujudkan perumahan dan
permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, ketiga,

adalah untuk memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk,
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keempat, guna menunjang pembanguhan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang

lainnya.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka aspek lingkungan menjadi sangat

penting. Namun dengan semakin banyaknya aktor dalam pembangunan perumahan dan

permukiman serta semakin terbatasnya lahan di perkotaan menjadikan kebijakan diatas

perlu perhatian yang besar. Lebih lanjut Hadi (1997) menyatakan bahwa dalam

pembangunan perumahan dan permukiman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

yaitu :

*
o

Akibat kurang adanya keterpaduan antara kapasitas saluran air hujan yang
telah ada dengan perkembangan permukiman baru menjadikan luapan air
dan banjir. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang konprehesif dan
terpadu.

Adanya perubahan daerah resapan air berupa lahan terbuka menjadi
lingkungan binaan yang kedap air sehingga air hujan tidak meresap tetapi
menjadi air genangan/banjir. Dengan demikian pembuatan sumur resapan
dalam pembangunan rumah perlu dipertimbangkan.

Adanya peningkatan volume sampah dan limbah rumah tangga
mengakibatkan peningkatan pencemaran sungai, air tanah, udara. Dengan
demikian perlu adanya peningkatan mutu pengelolaannya.

Peningkatan penggunaan air tanah. Akibatnya selain turunnya muka air
tanah juga pada permukiman padat sumur dangkal sebagian telah

terkontaminasi oleh bakteri coli yang berasal dari tinja.
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2.7. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunin Perumahan Permukiman

Landasan hukum yang mengatur tentang ruang lingkup, tugas dan peranan
Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan dan pérmukiman adalah ;

1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan
Perumahan Kepada Daerah Tingkat I.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian
urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah
Daerah.

Mengacu padé aturan tersebut maka pada dasarnya penyelenggaraan urusan
perumahan dan permukirnan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah
Daerah, dengan demikian pada dasarnya urusan perumahan telah menjadi bagian tugas
otonomi daerah.

Lingkup tugas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman oleh
Pemerintah Daerah meliputi bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta
pengembangan kegiatan pengusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tersebut disebutkan bahwa
sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
adalah termasuk bidang Cipta Karya, yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan

pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan, yang meliputi :

- Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan

fasilitas lingkungan perurnahan,
- Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasrana dan fasilitas

lingkungan perumahan.
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Apabila dikaitkan dengan otonomi dan desentralisasi daerah maka kewenangan
yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah meliputi :

- Penyusunan rencana umum tata ruang daerah beserta program pemanfaatan
ruang untuk daerah dan rencanZa detail tata ruang untuk satuan kawasan
pengembangan, kecuali kota atéu kabupaten dan satuan-satuan kawasan
pengembangan yang mempunyai ;kepentingan nasional dan atau propinsi;

- Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan
fasilitas lingkungan perumahan; |

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas
lingkungan perumahan;

- Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan bangunan gedung,.

Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman yang telah menjadi sebagian
tugas otonomi daerah tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang luas dengan titik
berat operasional pada Pemerintah Daerah yaitu meliputi penyusunan program, kebutuhan
dan program pembangunan perumahan, penyenggaraan pengawasan dan pengendalian
pernbémgunan maupun hunian, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong
partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999
serta akan disusul dengan peraturan pelaksanannya, maka peranan dan kewenangan
Pemerintah Daerah tersebut akan semakin Besar yang tentu akan dibarengi dengan
tanggung jawab yang semakin besar pula.

Menurut Yudohusodo dkk (1991:142), untuk penangani berbagai hal berkenaan

dengan peranan dan tanggung jawabnya tersebut, di Pemerintah Daerah yang meliputi
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kota-kota besar dan metropolitan telah menyelenggarakan penanganan yang lebih
berkembang dari pada Pemerintah Daerah di kota-kota kecil dan sedang. Di Indonesia
sekarang ini terdapat 61 Kantor Urusan Perumahan dan 15 Dinas Perumahan. Instansi-
instansi tersebut diadakan karena Dinas Pekerjaan Umum di tingkat II tersebut sudah tidak
mampu lagi melakukan koordinasi di bidang perumahan, dan di dalam organisasinya
sendiri juga belum ada umt operasional khusus yang menangani bidang perumahan.
Dengan demikian diharapkan Dinas Perumahan mampu mengambil alih sebagian dari
peranan Pemerintah Daerah tersebut dan menjadi “leading sector” dalam penanganan
perumahan di daerah.

Dengan demikian pembentukan Dinas Perumahan di daerah diharapkan mampu
mengambil alih sebagian peranan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Perumahan
dan Permukiman yang meliputi : bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta

pengembangan kegiatan pengusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.8. Faktor—f‘aktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Perumahan

Menwut Yudohusodo dkk. (1991:85), bahwa ter&apat berbagai faktor yang
mempengaruhi pembangunan perumahan dan permukiman adalah: Kependudukan,
Pertanahan, Keterjangkauan Masyarakat, Kelembagaan, Perkembangan Teknologi dan Jasa
Konstruksi, Peraturan/Perundangan, Peran Serta Masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Kependudukan

Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat akan sangat mempengaruhi
terhadap pembanguan perumahan dan permukiman utamanya terhadap penyediaan
perumahan dan penyediaan 's..arana dan prasarananya. Ini akan menjadi masalah apabila

tidak ada keseimbangan antara kemampuan masyarakat, ketersediaan lahan perumahan
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serta rendahnya kemampuan pemerintah baik dari segi pendanaan, pengaturan maupun

pengendalian.

b. Pertanahan

Faktor pertanahan dalam pembangunan perumahan dan permukiman menjadi
sangat penting karena dalam pembangunan fisik rumah maupun sarana dan prasrananya
pasti membutuhkan lahan. Akan menjadi permasalahan karena dengan bertambahnya
penduduk perkotaan akan membutuhkan lahan sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk tetapi di sisi lain lahan di perkotaan sangat terbatas sehingga timbul kesenjangan
yang cukup tajam antara kebutuhan dan ketersedian lahan sehingga hal ini menimbulkan
berbagai konflik kepentingan. Pada umumnya masyarakat bawah yang menjadi korbannya.

Akibatnya timbul adanya perumahan liar maupun kawasan kumubh.

c¢. Keterjangkauan Masyarakat

Kemampuan dan daya beli masyarakat merupakan faktor yang sangat dominan.
Hal ini dikaitkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman lebih mengandalkan
pada partisipasi dan peran aktif‘ masyarakat, kenyataan sekarang ini menunjukkan bahwa
hanya 15 % saja kebutuhan perumahan disediakan melalui fasilitas Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) lewat Bank BTN maupun Bank Pemerintah dan Swasta lainnya. Sisanya 85
% disediakan sendiri oleh masyarakat. Keterjangkauan daya beli ini sangat dipengaruhi
oleh tingkat pendapatan masyarakat dan kenaikan harga rumah itu sendiri.
d. Kelembagaan

Kelembagaan ini meliputi perangkat yang berfungsi membuat dan memegang
kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan, baik sektor Pemerintah maupun Swasta yang
berada di Pusat maupun di Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang besar
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dan srategis dalam pelaksanaan dan penentuan kebijakan pembangunan perumahan dan
permukiman di daerah. Untuk itu peranan kelembagaan di daerah seperti misalnya Dinas
perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Bappeda sangat menentukan
keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan mengatur serta merencanakan
pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Tantangan ini akan semakin besar
bila dikaitkan dengan kecenderungan perkembangan kota yang semakin pesat dan tuntutan
masyarakat akan perumahan yang semakin besar, serta akan diberlakukannya secara penuh
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 untuk menuju
otonomi daerah yang semakin luas.

e. Perkembangan Teknologi dan Jasa Konstruksi

Pembangunan perumahan di Indonesia sebagian besar masih bergerak di segmen
yang tradisional dan transisional, serta menggunakan teknologi sederhana. Sebagian besar
masih dilakukan oleh masyarakat secara perorangan dan belum secara kelompok atau
masal serta belum terpadu, sehingga secara ekonomi merupakan pemborosan baik dari segi
bahan, tenaga maupun prasarana yang harus disediakan. Bahan bangunan selain atap dan
pelengkap, sebagian besar masih diambil dari alam secara langsung, sehingga untuk daerah
dengan kelangkaan bahan bangunan misalnya pasir, batu, batu merah, menjadikan harga
rumah menjadi sangat mahal. Jasa Konstruksi masih mendominasi proyek-proyek
pemerintah dan belum mampu merambah bidang perumahan. Dunia Real Estate masih
menjadi milik golongan menengah ke atas.
f. Peraturan dan Perundang-Undangan

Untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan pembangunan perumahan
diperlukan aturan, pedoman dan berbagai kebijakan sebagai landasan atau pegangan bagi

lembaga atau instansi baik di pusat maupun di daerah. Peraturan dan pedoman ini harus
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selalu diperbarui sesuai sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di
[apungzan,
¢. Peran Serta Masyarakat

Dengan begesernya fungsi’ pemerintah yang dulunya sebagai provider menjacdi
e}mb.lcr nika dalam pembangunwn perumahan peranan pemerintah - lebih - bersifat
fasilitator, pémbina dan mengatur, di samping itu kemampuan Pemerintah luntuk
menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangal terbatas, sehingga peran serta
Imasyarakat sangat menéntukém sekaﬁ keberhasilan pémbal‘lg\.man perumahan dan
permukiman. Pemberdayaan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan
serta dalam pembangunan perumahan merupakan tugas pemerintah saat ini dan masa yang
akan datang. |
2.9. Kawns‘n n Permukintan Kumuh Perkotaan

Sebagai hasil urbanisasi yang cepat di seluruh Indonesia, yang secara sporadis,
anarkis, tak terorganisir, dan pertumbuhan hunian perkotaan yang'lak terencana, telah
menjadi ciri yang dominan di seluruh negara berkembang di dunia. Sedangkan di kota-kota
besar di Indonesia, dampak periumbuhan kota telah membatas dan meningkatkan
kesulitan bagi mereka yang berpeﬁghasilan rendah untuk memperoleh perumahan yang
layak dalam hunian yang manusiawi. Kejadian ini banyak terjadi di pusat kota ( Iﬁner City)
dengan harga tanah yang tinggi, ﬁngkat daya beli/afordabilitas masyarakat yang rendah
menimbulkan kendala pada proses pembangunan k.embali dan regénerasi kawasan, dan
juga lingkungan kumuh.

Menurut  Yudohusodo dkk, (1991:334) Permukiman Kumua merupakan

lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
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1. Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
kesehatan, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, fasilitas dan
utilitas lingkungan. Meskipun ada kondisinya sangat buruk dan disamping
itu tata letak bangunannya tidak teratur.

2. Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan bangunan yang dipakai

adalah bahan bangunan yang bersifat senﬁ permanen.
3, Kepadatan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) lebih besar
dari yang diizinkan, dengan kepadatan penduduk sangat tinggi (lchih dari

'-, . 500 jiwa per Ha). ’

4, Fungsi